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ABSTRAK

(A) Nama : Teguh Ariyanto (NIM. 217212048)
(B) Judul Tesis

BPJS DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF

(C) Halaman : ix + 155 + 2024
(D) Kata Kunci  : Inpres, Pertanahan, BPJS
(E) Isi :

Problematika substansial Inpres No. 1/2022 yang telah mencampuradukkan
antara dua lingkup peraturan yang berbeda yaitu antara pengaturan pendaftaran
tanah dengan pengaturan urusan program jaminan nasional. Dengan
diterbitkannya Inpres No. 1/2022 telah memperumit urusan masyarakat dalam
upaya memperoleh perlindungan hukum yang pasti atas kepemilikan hak atas
tanah. Selain itu, Inpres No. 1/2022 sama sekali tidak sinkron dengan PP. No.
24/1997. Sehingga, Presiden dalam mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional benar-benar tidak mengaktualisasikan asas kepastian hukum karena
justru memperumit masyarakat dalam urusan pendaftaran tanah.Inpres No.
1/2022 tidak sinkron dengan UU No. 5/1960. Secara legalistik formal,
berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 5/1960, untuk menjamin
kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh
wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan
Peraturan Pemerintah. Artinya, berkaitan dengan makanisme pendaftaran tanah
beserta persyaratannya pengaturannya hanya dapat dilakukan lewat peraturan
pemerintah, sehingga penambahan persyaratan pendaftaran peralihan hak atas
tanah tidak dapat dilakukan lewat Instruksi Presiden karena tidak memenuhi
ketentuan formil. Secara substansi, Inpres No. 1/2022 memberikan syarat baru
yaitu keharusan pemohon pendaftaran tanah karena jual beli harus berstatus
sebagai peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional, hal mana
persyaratan ini bertujuan sebagai cara untuk melakukan Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Persyaratan tersebut sama
sekali tidak koheren dengan urusan pendaftaran peralihan hak atas tanah
sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1960 dengan aturan pelaksananya. Selain
itu juga berbenturan dengan asas pendaftaran tanah yang harus dilakukan secara
sederhana dan terjangkau. Sehingga pemerintah tidak mengaktualisasikan
aspek kepastian hukum dimana peraturan hukum harus dilaksanakan secara
konsisten dan konsekuen.

(F) Pembimbing  : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H.,S.S.,M.H
(G) Penulis : Teguh Ariyanto
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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas

segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang

berjudul KEBIJAKAN PENAMBAHAN PRASYARAT KARTU BPJS

DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF

KEPASTIAN HUKUM  yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu

syarat mendapatkan gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas
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2. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H.,S.S.,M.H., selaku dosen pembimbing

Tesis yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan nasihat yang

mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan

Tesis ini dengan baik.

3. Teristimewa kepada istri tercinta, anak-anak saya tercinta (Berland,

Ramdyna, Tyger, Infantri) dan kerabat-kerabat penulis yang telah

berharga bagi penulis;

4. Semua dosen Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara yang telah

memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan kenotariatan,

beserta semua staf yang telah membantu penulis dalam urusan administratif.

5. Teman Kuliah, Ahmad Jakariya Ansori, Liha Solihatun Nisa, Wulan

Agustini dan Riwenda Septiani yang mendampingi Penulis sejak awal

masuk kuliah sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini;

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah

membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
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Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala

budi baik semua pihak yang telah membantu penulis dalam pengerjaan Tesis ini.
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Jakarta, 10 Juli 2023
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